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PENDAHULUAN

Komponen peradilan yang cukup wurgen adaloh  Kepolisian. Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Pemasywskatan. Komponen atun sub ststem terscbut salah
satunya adalah polisi. Dalam proses pidana. polisi yang berperan sebagai penyidik.
Didajam proses pemeriksaan terhadap tersangka seringkali kita dengar atau membaca
benta yang berhubungan dengan tindak kckcrasan yang dilakukan polisi dalam
interogasi, terbukti dengan laporan akhir tahun 2002 Lembaga Bantuan Hukum Medan
bahwa kekeasan yang dilakukun aparat POLR{ menduduki peringkat teratas.

TAP VYMPR/2000 mengatur tentang pemisshan 1N] dan kepolisian Negara
Republik Indonesia, menyatakan dalam Pasal 1: “Tentars Nasional Indonesia dan
Kepolisian Republik Indonesia secara kelembagaan ter pissh sesuai dengan peran dan
fuogsinya masing- masing.” Hal ini berarti bahwa POLRI adalah institusi yang
mandiri yang dapat berdiri dan bertindak sendiri dan tidak tergantung pada institusi
sehingga yang beckaitan dengan aspek kewenangan, tugas dan fungsi, suatu organisasi
kepolisian,meru pakan tugas tersendiri bagi POLRI.

Hal ini dialami oleh bangsa Indonesia yang berusaha untuk mengadakan
pembabaruzn hukum secara menyeluruh diantaraaya hukwn pidana, baik materiil
manpun hulamn formil seita hukwin pelaksanaao pidana. dimana KUHAP dibuat
sebagai pedoman pelaksanaan asas-asas yang mengatur perlindungan kepada harkat

dan manabat manusia dalam proses pidana.
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Dalam prakicknya undang-undang yang scinestinya mengatur hagaimana kefja
para hamba dan pengabdi hukum itu (Polisi. faksa, Hukim) bclum sepenuhnya
dijadikan prosedur standar. masih saju ada penyidik yang memaksa tersangka agar
mau mengakui kesalahan yang ditudubkan kepadanya sekalipun tuduhun itu tidak
benar bahkan sampai tersangka harus fuka, cacat dan kadang ada yang meninggal
dunia. Padahal seyogyanya penyidik dalam melakukan pemernksaan sebelum
prsoalan dibawa ke penuntut wnum dan ke pengadilan tiduk dibenackan memaksa
lersangka agar mengaku bersalah. Hal ini sering teibuku setelah persoalan sampai ke
penuntut umum, tersangka akan mencabut kembati pengakuannya yang pemah
diucapkan dihadapan penyidik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
dengan alesan dipaksa untuk mengaku, dan jika tidak mau harus siup menerima
perlakuan kekerasan dan pihak penyidik.

Dalam Pasal 52 KUHAP jelas mengetur kuteag tersangka harus memberikan
keterangan yang bebas kepada penyidik atau hakim. “Balam pemeriksaan pada tingkat
penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak membesikan keterangan
secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Hak kebebasan dapat diartikan memberikan keterangan yang dianggap
tersangka atau terdakwa yang menguntungkan baginya. Dalan hal ini haruslah
diartikan bahwa keterangan yang diberikan oleh 1ersangka itu bersumber pada free will
(kehendak bebas), sehingga baik hakim maupua penyidik tidak diperkenankan untuk
mencan keterangan yang tidak dibenkan secara bebas. Tidak dipenuhinya persyaratan

ini menimbulkan persoalan pembuktian yang diperoleh secara tidak sah
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